Hasil Wawancara dengan Beberapa Narasumber

1. Ir. Amanah,  MT (Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri)

1. Siapa saja yang berperan dalam mengoptimalkan pengelolaan asset daerah?
Jawaban
Seluruh pihak dalam lingkungan pemerintah daerah berperan dalam mengoptimlakan pengelolaan asset milik daerah. Namun pihak yang paling berperan adalah pimpinan khusunya pimpinan OPD karena pimpinan adalah pihak yang menentukan arah dari organisasi (OPD). Pengurus Barang pada masing-masing OPD juga memiliki perang yang penting karena mereka adalah ASN yang ditugaskan untuk pengadministarian asset daerah.
2. Apa kendala pengelolaan BMD pada pemerintah daerah?
Jawaban
Permasalahan utama adalah data aset yang tidak valid padahal dalam pengelolaan asset mulia dari perencanaan sampai penghapusan ditentukan dengan daftar asset yang dimiliki oleh Pemda. Jika daftar asset tersebut tidak valid maka tahapan pengelolaan asset juga tidak akan berjalan dengan baik.
3. Apa yang perlu dilakukan untuk membetulkan daftar asset yang tidak valid?
Jawaban
Oleh kerana itu perlu dilakukan inventarisasi yang matang. Pelaksanaan inventarisasi tergantung pada kemampuan dan komitmen dari pengurus barang dan tim yang melaskanakan inventariasi.
Seharusnya pimpinan dapat memberikan perhatian lebih atas pengelolaan aset daerah khususnya pelaksanaan inventarisasi.
4. Apa saja yang diperlukan dalam pelaksanaan invetntarisasi BMD karena kami belum mendapatkan prosedur inventarisasi secara tertulis?
Jawaban
Agar inventarisasi berjalan dengan baik harus dilakukan tahap persiapan dan pelaksanaan secara matang. Salah satu tahap persiapan adalah penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan sensus BMD yang telah diformalkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Dengan adanya petunjuk teknis tersebut akan menjadi panduan bagi Panitia/Petugas Pelaksanaan Inventarisasi BMD sehingga pelaksanaan inventariasi dapat berjalan secara efaktif dan sesuai dengan peraturan pengelolaan aset. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah dususun untuk mendapatkan data barang yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan akurat. Dalam Petunjuk Teknis tersebut di uraikan bagaimana tahap persiapan dan pelaksanaan inventarisasi dilakukan serta metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan inventarisasi.

* Wawancara dilakukan bersamaan dengan acara Bimtek Pengeloaan Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2019 Pada Pemerintah Kota Depok tanggal 19 Juni 2019.


2. Solihin Ak, MM (BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat)

1. Pelaksaan invetarisasi sebelumnya masing-masing SKPD memiliki cara masing-masing sehingga hasilnya dapat berbeda-beda. Hal apa yang perlu disiapkan oleh pemerintah daerah
Jawaban:
Pemda perlu mengeluarkan Petunjuk Inevterisasi Barang Milik Daerah yang bersis format Kertas Kerja Inventarisasi dimana aset yang akan diinventirasi dibagi menajadi tiga kelompok besar yaitu: catatan di KIB ada dan fisik barangnya ada; catatan di KIB ada dan fisik barangnya tidak ada; dan catatan di KIB tidak ada namun fisiknya ada. Rincian pengelompookan tersebut sebagai berikut:
Barang ada dan catatan tidak ada:
1. Mutasi dari SKPD lain
2. Hibah dari pihak ketiga
3. Lainnya

Barang ada dan catatan ada:
1. Kondisi Baik
2. Kondisi Rusak Ringan
3. Kondisi Rusak Berat

Barang tidak ada dan catatan  ada:
1. Hilang
2. Sudah Dihancurkan
3. Sudah Dimutasikan
4. Sudah Dihibahkan, dll


	
2. 
3. 
4. 
Dalam kelompok catatan ada dan fisik barang ada, jika ditemukan aset yang dalam catatan konsisnya baik tapi fisk barangnya rusak berat maka catatan aset harus dirubah sesuai dengan kondisi fisik yang sebenarnya. Perubahan tersebut tentu akan merubah pengelokkan aset tetap dalam neraca dari aset tetap menjadi aset lainnya dan akan dihapuskan jika ada Surat Keputusan (SK) pengapusannya. Begitu juga dengan kondisi catatan ada namun fisiknya tidak ada dan jika ada bukti pendukungnya maka aset tersebut akan dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Sedangkan untuk kelompok catatan tidak ada tapi fisik asetnya ada maka akan aset tersebut akan dicatat pada daftar aset pemerintah Daerah.

3. Apakah dasar catatan BMD yang digunakan dalam melaksanakan invetarisasi?
Jawaban :
Dalam tahap persiapan Tahap persiapan meliputi kegiatan: pembentukan Panitia Sensus/Inventarisasi Barang;
Dasar catatan BMD yang akan diinventarisasi adalah daftar masing-masing KIB yang saldonya telah sesuai dengan neraca audited BPK walaupun angka  neraca audited tersebut masih salah. Kesalahan tersebut akan diperbaiki pada saat pelaksanaan inventarisasi dan hasilnya kan mengkoreksi nilai saldo akhir aset tetap pada neraca

3. Pengurus barang terkadang pakewuh jika harus mendata BMD yang dikuasai/digunakan oleh kepala SKPD khusunya yang telah mutasi atau telah pensiun? 
Jawaban: 
Dalam tahap persiapan meliputi kegiatan salah satunya adalah pembentukan Panitia Sensus/Inventarisasi Barang. Panitia tersebut terdiri dari tim dari SKPD maupun dari Pengelola barang di BPKAD. Selain itu, tim dapat diatambah dari Inspektorat. Sehingga jika dalam pelaksanaan pengurus barang mendapatkan kendala, salah satunya dalam mengadapi pimpinan menguasai BMD maka dapat dikoordinasikan dengan tim inventaisasi untuk mencari solusinya.

4. Bagaimana proses pelaksanaan inventasrisasi yang akurat jika waktunya terbatas?
Jawaban
Inventarisasi harus segera dilaksankan setelah laporan keuangan telah diadited oleh BPK. Kemudian Pengelola barang harus segera meneyelsaikan segala persiapan termasuk pembuatan format KKI yang telah dilengkapi dengan daftar aset yang akan diinventarisasi sehingga pengeurus barang atau tim inventaisasi SKPD dapat segera melaksanakan proses inventariasi. Kemudian, Pimpinan diharapkan melakukan pemantauan dan mendorong akselerasi capaian progress hasil inventarisasi.

5. Terkadang pimpinan acuh terhadap pelaksanaan inventarisasi oleh SKPD sehingga pelkasanaan inventarisasi tidak maksimal.
Jawaban:
Pelaksanaan inventarisasi dilaporkan progresnya tiap bulan atau periode yang ditentukan sehingga pimpinan dapat mengetahui capaian progress inventariasi yang telah dilaksanakan oleh masing-masing SKPD. Berdasarkan data tersebut akan terpantau SKPD yang progresnya lambat dan yang cepat sehingga piminan akan lebih aware atas pelaksanaan invenyatisasi pada masing-masing SKPD.

6. Apakah hasil inventarisasi yang merubah data BMD dapat selaras dengan penyajian BMD pada neraca?
Jawaban:
Hasil dari inventarisasi akan merubah data KIB sesuai dengan kondisi aset tang sebenarnya. Perubahan tersebut tentu akan merubah nilai aset pada neraca. Oleh karena itu, setiap perubahan aset dalam KIB yang merubah nilai aset dalam neraca harus dibuat jurnal penyesuaiannya sehingga nilai KIB hasil dari inventarisasi akan sama dengan nilai aset pada neraca.
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